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PALU-Sumbangan pihak
ketiga (SP-3) yang dipungut
dari penumpang di Bandara
Mutiara dan Pelabuhan
Pantoloan tidak dibenarkan
lagi. Larangan itu dikeluarkan
secara tegas oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI Perwakilan Sulteng sebagai
catatan atas laporan hasil
pemeriksaan terhadap sistem
pengendalian internal Pemkot
2010.

Dalam catatannya BPK
dengan tegas menyoroti kedua
pungutan tersebut. Menurut
BPK pungutan yang dilakukan
oleh Dishub di Bandara dan
oleh PT Pelni di pelabuhan
merupakan suatu pelanggaran.
Karena bertentangan dengan
sejumlah peraturan yang
berada di atasnya.

BPK menilai bahwa
pungutan yang dilakukan
berdasarkan Perda Nomor 17
‘Tahun 2002 tentang Sumbangan
kepada Pemerintah Kota sebagai
dasar pungutan di bandara tidak
sesuai dengan aturan yang
mengaturnya.Sebab dalam perda
tersebut tidak dicantumkan
ketentuan nilai pungutan yang
dikenakan.

Namun oleh pemkot
pungutan itu ditetapkan
masing-masing Rp5 ribu pada

Bandara Mutiara dan Rpl10
ribu dikenakan untuk penum-
pang yang menggunakan jasa
pelabuhan. Mulai kini bandara
dan pelabuhan harus bebas
SP-3.

Untuk pemungutan retribusi
jasa pelabuhan dilakukan
berdasarkan SK Walikota
Nomor 933/732/Dishub/tahun
2007 tertanggal 30 Juli 2007
tentang pelaksanaan penagihan
penerimaan dan lain-lain dari jasa
pelabuhan di Kota Palu.

Bukan hanya soal pungutan
terhadap penumpang yang
mendapat sorotan BPK, namun
soal pungutan terhadap 14
perusahaan pengguna jasa
pelabuhan pun disoroti.

Sebab dari hasil penelusuran
BPK atas nota kerjasama
antara Pemkot dan 14
pengguna jasa pelabuhan itu
tercatat total penerimaan
sekitar Rp207 juta lebih yang
diterima Pemkot.

Sementara scpuluh persen
dari penerimaan itu ternyata
digunakan langsung sebagai
biaya operasional tanpa
penganggaran baik melalui
APBD maupun APBD-P.
berbagai pungutan di atas
menurut  BPK  sangat
bertentangan dengan peraturan
di atasnya. Seperti Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi, kemudian tentang
Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 1978 Tentang
Penerimaan SP-3 kepada
daerah  serta Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan

keuangan Daerah dan
Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah.

BPK dalam penilaiannya
menilai bahwa pungutan di
atas menyebabkan penerimaan
daerah tidak mempunyai dasar
hukum. Kondisi inilah yang
membuat Kota Palu mendapat
penilaian evaluasi terhadap
laporan keuangan pemerintah
daerah Kota Palu tahun
anggaran 2010 berada pada
posisi  Wajar  Dengan
Pengecualian (WDP).

Meski di satu sisi, penilaian
WDP merupakan prestasi
untuk Kota Palu setelah dua
tahun berurutan dinyatakan
disclaimer. Namun kedua
kondisi di atas masih menjadi
catatan buruk bagi Pemkot.
Karena selain soal penerimaan,
temyata Pemkot Palu juga masih
mendapat catatan khusus soal
pengolahan belanja barang dan
Jasa.

Menurut BPK, Palu masih
belum tertib dalam hal
pengelolaan barang dan jasa.
Karena menyalahi aturan
mainnya. Setiap pengadaan
barang dan jasa tidak pernah
dilaporkan pada bendahara
pengadaan barang dan jasa.
Seharusnya kata BPK yang
juga menjadi catatan bagi
Pemkot Palu bahwa setiap SKPD
yang menyelenggarakan
pengadaan barang dan jasa
harus menyusun laporan dan
menye-rahkannya kepada
bendahara pengadaan barang
dan jasa. (mda)











